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ABSTRAK 

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penunggak pajak melunasi utang pajak 

dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan 

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan 

pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang 

telah disita. Penagihan Pajak dibagi atas 2 yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan 

pajak aktif, penagihan pajak aktif diperlukanuntuk meningkatkan pendapatan asli daerah 

terkhususnya adalah Pajak Daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh 

daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga penerintah daerah. Salah satu 

Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari Pajak Daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 

2004 pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah 

Kab/Kota. Salah satu Pajak Daerah yang memiliki potensi yang cukup tinggi adalah Pajak 

Hotel. Namun meskipun Pajak Hotel memiliki potensi yang cukup baik tetapi masih ada 

wajib pajak hotel yang tidak melaksanakam kewajibannya dalam membayar utang pajak. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, 1) 

Bagaimana Pelaksanaan Penagihan Pajak Hotel oleh DPKA Kota Padang , 2) Apa 

kendala yang dihadapi oleh DPKA Kota Padang dalam melakukan Penagihan Pajak 

Hotel. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, data primer diambil 

dengan wawancara dengan Pihak DPKA Kota Padang yakni Bidang Pendapatan pada 

seksi Penagihan serta Wajib Pajak Daerah Kota Padang. Sedangkan data sekunder 

diambil melalui penilaian kepustakaan. Berdasarkan hasil Penelitian Penagihan Pajak 

Hotel yang dilakukan oleh DPKA Kota Padang diawali dengan Penerbitan Surat Teguran, 

kemudian barulah DPKA Kota Padang melakukan pendekatan dengan wajib pajak 

apakah akan ditindak lanjuti kepada tahap penagihan selanjutnya. Namun Upaya Hukum 

yang dilakukan pihak DPKA Kota Padang lebih bersifat persuasif sehingga tindakan 

seperti penerbitan surat paksa, penyitaan dan pelelangan tidak pernah dilakukan. Dalam 

Penagihan Pajak Hotel oleh DPKA juga terdapat beberapa kendala dimana kuranagnya 

pengawasan terhapap wajib pajak hotel, kurangnya kesadaran wajib pajak dan kurangnya 

kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus. 
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